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berbagat prhak menjadi prioritas utama untuk dapar menghindari terjadinya konflik
vang berkepanjangan antara pengusaha dan pegawainya.

Laporan penelinan yang disampaikan oleh Iskandar Halim dan tim yang ber-
judul “Pengembangan Penanaman Modal Bagt usaha Mikro, Kecil, menengah dan
Koperasi: Analisis Implementasi Pasal 13 UL/ No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal di Sumaiera Selatan™ mengangkat pormasalahan yang berlatar belakang pada
kondist kurang mampunya usaha Mikro, L ecil, menengah dan koperasi melakukan
chapanst bisnis secara meluas. Peran serta pemerintah khususnya pemerintah daer-
e jusa mienjadi sorotan dalam penclitian ini untuk dapat memberikan sumbangsih
pemikiran vang dapar dipergunakan dalan: menentukan kebijakan yang berkaitan
dengan pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi diwilavah Sumartera Selatan, yang ecara tidak langsung dapat berkontribus
bagi peninghatan pendapatan daerah dan ko sejahteraan masyarakat setempat.

Pengariran Tentang Keberlakuan Per-anggungjawaban Korporasi Dalam Hu-
kum Perlindungan Konsumen merupakan opik bahasan yang diteliti oleh Mohjan
dan tim. Upaya perlindungan konsumen m:nurut Undang-undang No.8 tahun 1999
memberikan mekanisme tuntutan ganti ruyt dalam tatanan hukum perdata, perlua-
san perlindungan konsumen hingga pertanggungjawaban korporasi secara pidana.
Pembahasan dimulai dengan terlebih dahilu memaparkan konsep korporasi yang
dimaksud dalam hukum Indonesia, berlan ut pada teori-teori pendukung pertang-
gungjawaban korporasi, korporasi sebagai subyek hukum maka secara hukum pula
dapat dimintai pertanggungjawaban asalka:: memenuhi unsur-unsur melakukan kes-
alahan atau pelanggaran seperti yang telah fitetapkan undang-undang. Apabila telah
memenuht maka dapat diajukan melalui me!.anisme non-litigasi dalam hal ini tersedia
lembaga yvang disebut BPSK (Badan Penyel saian Sengketa Konsumen) atau melalui
jalur litigasi pengadilan,

Penyelesaian sengketa kepailitan yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan
Niaga pada dasarnya berperan untuk menc- an debitor untuk segera melunasi utang-
utangnya kepada para kreditor. Praktek di ’engadilan Niaga ada beberapa sengketa
kepalitan vang diajukan tetapi para pihak ; ada saar melakukan kesepakatan hutang
prutang memuat klausula arbitrase pada pe janjian mereka dalam hal pilihan penye-
lesaian sengketa apabila terjadi perselisihan Persoalan kedudukan permohonan pailit
yang diajukan ke pengadilan niaga terhadap sengketa tersebut merupakan pokok per-
masalahan vang dibahas oleh Amrullah Arp n dan timnya.

Inderalaya, 12 November 2012

Putu Samawaun, S.H., M.H.
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Hukum Acara Peradilan Agama dan Proses Penegakannya
dalam Sistem Peradilan Indonesia

Oleh;
Abdullab Godar, S H., AL Hum,
Antonius Subachh ALKL, SHL, MUH
M. Arta Febriansyah, SHL. M Hum,

Abstrak

Hukum acara merupakan hai vang pentung dalam proses penegakan hu-
kum, tidak terkecuali di lingkungan peradilan agama. Problemarika dalam
proses pencgakan hukum adalah apakah vang melandasi pemberlakuan
hukum acara berlandaskan pada hukum Barat, sementara secara substansi-
al kebenaran materiil vang akan digali pada hukum Islam udak hanya pada
sisi kebenaran formal. Kemudian apakah pemberlakuan hukum acara per-
data di lingkungan peradilan rgama dapat menjawab permasalahan yang
muncul di bidang hukum keluarga. Permasalahan vang dihadapi adalah
positivisasi hukum acara seningkali tidak sejalan dengan hukum materiil di
lingkungan peradilan agama, karena dilakukan secara mutaus mutandis,
berimplikasi di dalam proses penegakannva cenderung mengarahkan pada
desckularisasi hukum Islam. Sclain itu pembangunan hukum acara di ling-
kungan peradilan agama perlu dikembangkan berdasarkan hukum materiil
yang berorientasi pada hukum acara vang berangkar pada prinsip keadil-
an dan prosedural hukum Islam. Praktik hukum acara yang dilaksanakan
pada saat sekarang berdasarkan HIR dan R.Bg perlu diorientasi ulang dan
dilakukan formulasi ulang, melalut proses legislasi, sechingga ke depan per-
adilan agama mempunyai hukum acara vang selaras dengan kebenaran
hukum materiil berdasarkan prinsip syariar Islam.

Kata Kunci: Beracara, Pengadilan Agama, Indonesia
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A. PENDAHULUAN

Keberadaan peradilan agama scbagai subsistem dari sistem peradilan i
Indonesia,' sudal cukup lama, seiring dengan perkembangan agama Islam d-;n hu
kum Islam sendire.’ Schagai perwujudan prinsip negara hukum ‘v;mg telah mli.;talr' di
dalam I’::_m.sunm. maka cksistensi peradilan agama di dalam sistem hukum indnncahl
%‘!UII‘}';I perjalanan sejarah vang panjang. Secara eksternal, baik sebagai proses m;.mpm}
:ilrlzgﬁ:lit;li:;]*l:l' ~I1I|I::l:ln':]1|'l:.1ld.l;: Ipu;;l{cmhangan‘ peradilan agama sanga dipengaruh;
e {g, Llr: .LI politik hukum yang dl_n:rapkan d !Ildnll:‘.:.‘-ld. baik schelum
e : HerdeRaan.” Sementara secara internal, eksistensi peradilan agama
tidak dapar dipisaikan dengan dinamika dan perkembangan agama Islam, maupun
pmm*:‘miul? keburahan umat Islam di Indonesia vang hcrl:lhd;tskhn prinsip -.E.m :1|'.1Fr' m
Islam.” Artinya am sehagai agama, mengandung nilai-nilai, prinsip-prinsip ﬁt'r:hl

I Peradilan Agama Islam Ji Nusantara dijumpai sebelum kedatangan bangsa Porwugis, Belanda
dan lngglu_rl-. Urasan syariat dilakukan tentang muslim mukallaf, bidang fardhu u;ﬁ : |11-1;: 111;1
f.’.i.ﬁﬁ?h‘ kifayah, umumnya tidak harus ada undang-undang (tagnin/ganun). Pl:lt'n:l’ill;'lll.Klijh}-
nial Il'il.‘llgll.‘l'l.!.lri-\.ul beberapa ordonansi, seperti Stbl 1882 No.152 Tentang l"'ngukuhl.m Pries-
r:,-'-nmnf. di Jawa Madura. Kemudian Stbl No. 1931 No. 153 merubah Priesterraad nu:nh:ir
Penghoeloegerecht. Sthl 1937 No. 116 yang mengeluarkan kewenangan perkara waris l'il; a
rnc-rul_n::h Priesterraad. Kemudian keluar Stbl 1937 No.638 dan 639 tentang p::lt;ht:nr;ikll;l
peradilan agama di Kerapatan Qadhi Besar Banjarmasin dan PP No.45 Tahun 1957 I:t‘nl’l;‘t 4
Pembentukan Mahkamah Svariah di luar Jawa dan Madura. Lihat H. Zaini Ahmad N:wii:

“Lima Tahun Peradilan Agama™ dalam Mimbar Hukum No. 17 Tahun V 1994, (Jakarta: De-
partemen Agama R AL Hikmah, 1993) him 12-29. o

2 th.'.‘z.l Knr'iuh, Hukum Isf.m_.- di Indonesia: Perspektif Mubammadiyah dan N.U (Jakarta: Uni-
versitas "t.'nr:-:. 1999), him 65, Lihat juga, Moh. Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Winse Fu
) kum dan Tata Hukson Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press 1993), him 13,

Rumusan Pasal 24 ayae (2) UUD 1945, bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan uleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnva dnlrn:n Ling-
kfmg;m Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan ;"»-'Iilditc‘r
Lingkungan Peradilan Tara Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” \

1+ Lalirnya Staatblad 1937 Nomorl 16 sebagai upaya dari Komisi Ter Haar yang memuat reko-
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mendas sebagai upaya paksaan unruk melenyapkan peran hukum Islam dengan menyatakan
L Hu.kum kewarisan belum diterima scpenuhnya oleh masyarakat, 2. Eﬂuncahur Wt:?ﬂ-"l.';'l'l;'l :
[_L?I‘.‘]dl]l‘ll‘l agama (raad agama) untuk mengadili perkara kewarisan dan wewenang 'E{..‘F‘:ifcl‘-ll.ltld'l!:
alihkan kepada Landraad, 3. Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan | ;::.-:frr 1l
4. Putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa executoir mri:."un'r;g -.i.i-lri K::;l.: ;
Landraad. M. Yahya Harahap, “Informuasi materi Kompilasi Hukum Islani: Mem ;n-u'.'f,(l .-;

Abstrakst Fiukum Islam™ dalam Rompilasi bukum Islam dan Peradilan .ﬂ.;-m;u cf;ﬂ fm- 5 :
.":h:knm Nusional, (Jakarta: Logos, 1999) hlm 27, — e
Serak kehadiran Islam abad ke-7 M tata hukum Islam sudah dipraktikken dalam lingkungan
m:lng.'ar.tl_\'.l: dan peardilan Islam. Menurur Hamka didukung oleh karya ahli hukum dail-‘itn

bentuk fikih, seperti Sirah Ath-Thullab. Sirath Al-Mustagim, Sabil Al-Mubtadin, K;:r!ug.u;r¢r]

SvamnatAl-Hukn:, dan lain-lain Hamka, Antara Fakt ( ?
* [ Lt - v F i ﬂ ﬁ” R.bd Ia . ik . H
Bulan Bintang, 1974) him 324, R e
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kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, pada
kenvataan sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemeluknya.® Kemudian tidak kala
penting, bahwa hukum Islam di samping mengatur hal yang bersifat pribadi, antar
pribad, juga mengandung norma hukum yang mengatur hubungan dengan manusia
lain.

Di dalam peradilan Islam pihak vang berwenang memuruskan perkara disebut
gadhe Sebaga i dr dalam hukum Islam, gadhi diangkat berdasarkan legitimasi pen
prasd, berkewapban membert keputusan yang adil berdasarkan cara-cara (prosedur)
terrente vang lazim juga disebut hukum acara. Setiap putusan Qadhr wajib dipatah.
sehab ndak ada cara vang dapat mengubah snatu keputusan yang tidak adil. Di dalam
hukum lsham dan peradilan Islam tndak mengenal upaya hukum banding.” Namun di
dalam prakuok hukom di negara-negara Arab saat sekarang terpengaruh prakuk hu-
kum modern. umomnya mengikuti model peradilan eivil law yang berlaku di negara
Eropa Konunental.

Hukum acara vang mengatur tata cara melaksanakan hak dan kewajiban hu-
kum Islam maternl, dalam prakak di peradilan agama perlu bantuan negara untuk
merumuskan dan melaksanakannya, dalam bingkai sistem hukum positif nasional.”’
Perkataan “acara”™ berarti proses penyelesaian perkara lewat pengadilan (hakim) yang
bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu,
mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula, bahwa setiap orang harus
memartuhi peraturan hukum. '

Secara filosofi sepatutnya antara hukum acara peradilan agama dan hukum tera-
pan (hukum materul) seharusnya (das sullen) berjalan pada tataran aras yang selaras
dan harmonis, tidak hanva aspek bentuk formal lebih jauh pada sisi substansial. Arti-
nva, antara nilae-nda hukum Islam dengan hukum negara, berjalan seirama dan ndak

& Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan Islam, peradilan Islam sudah hadir secara tormal,

ada vang bernama peradilan penghulu di Jawa, Mahkamah Syari’ah di Kesultanan Islam di Su-

miatera, Peradilan Qadr di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Mardani, Hukion Acara Perdata

Peradilan Agama & Mahkamah Savar'iyah, Cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

him 1-2.

Flukom Isham dalam al-Qur'an disebut Syariat {(Islamic Law), sementara hasil pengembangan

pemikiran manusia disebut fikih (Isfamie jurisprudence). Lihat Noel | Coulson, Hickum [slam

Dalam Perspeltit Separah, (Jakarta: P3EM 1995), him 15-17

8 Joseph Schache, Aw Intoduction to lslamic Law, (London: Oxford University Press, 1965),
direrjemahkan oleh Joko Supomo, Uengantar Hukum Islam, Cetakan [, (Bandung: Penerba
Nuansa, 20009, him 266-267.

9 Abdul Ghomr Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tabun
2006, Cerakan |, (Yogyakarta: Ul Press, 2007), hlm 112,

10 Abdul Kader Mubhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Alumni, 1978), him

28-29.
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rni-rcnu,:ran ::!ntflra keduanya.'' Di dalam prakeik (des <), proses positivisasi hukum
I:‘m:;h::z:-:l‘.lnitrl: I]\‘cl_:hiim,imk”m negara (hukum posict) ternyara tdak selalu sejalan,
s Lrah cr-‘*f_"&!;m’r.i_t-’lil bahkan berbenmran dengan kepentingan kekuatan
politik di luar komunitas masyarakat Islam." Benturan vane terjadi l:"L‘II'L'I b ~|*|t‘L-
formal [Tl[;"l'llIIL‘!HHg'_‘t]I'ldHHg;H'I ebih divtamakan, ddmmi::wh;|lja-prk \lll‘lhl'lli;i I ;k :
ia:lnm. Ak|!mm}'a umbul permasalahan di dalam r!;:m.'r.u'!:nm todimana !‘ k ! ] "““]
diproduksi secara formal seringkali tidak dapar menian i ot
maternl sebagai hukum vang whenarnva, ©
Melihar praktik hukum Iil!gktlilu;lr: peradilan azama. pada kenvataa |
L-ul_n acara yang digunakan menjadi kendais ks x Sinuih :jz. {L:-ﬁ:m}i i
eiforcement), terutama pada rataran ilai filiso iz o KT vt s,
Kandung dalam hukum acara lingkungan E‘H.',.:xfll..tt-l-i.i._"hlll:.l secara normanl belun
v..*lulms dan .meni;tngk:m hukum Islam substanuit, Laren, p;m: | p-t-rl.'n-nl 1 mll ; “; ‘f.“‘
dart aspek filosofisnya. Bahkan dalam hal tertenra terjudi o 1r:--."u ;uz {;I;;rlr rhr Mjf ll?h"
lam proses penegaknnya. Menuruat Bagir Manan, sebu m:i e i
(materiel retch, atau stbstanti e laiw) buk : :
tmiah (keilmuan).1s
- IJ:: S;ij;]:l P_::Jsald49 ayat (1) jo !?m:nl I angka | Uml;mg—l.-’;.ultm;; Nomor 7 Tahun
i 1g-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinvatakan
»ahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memurus nu.-n-\" -I." '
kan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang v‘.my. f"l;.'l'.l:y.:;tll'l'l;l I;.';:t:;:a-:}i_

I.|-|1--|r-| o ¥
raran sise hakikar dart hukam

Beberapa kaidah VaANge ter-

an astilah hukum mareriil
anlaby sebutan normant, melainkan sebutan

—_—

11 l‘[ﬂr{!;_]lhmj ﬁl;,g“Undnng-Und;:-ig ]*;mdil-.m Agama”, i;ﬁ-;;:,".L.-s_\-,:mi'.ar. (ed), Noo634 taneeal
l dll:mu;n, 90, him 71, sr!u.g;unmnn dikuup oleh Sumads Marras dalam "Hcln.:;adl:::n
“radilan Agama Dalam Perspet 1if Undang-Undang Peradilan \ :
pitasasri, Bunga Rampailemiki: 11 Hukwm di Indeozes
him 100-125.
12 Victor '!';m!a, Forum UUPA, Edi; . No.48/Th I, [akarea. 5 Asisius |98
I3 Lihat Febrian, Hirarkhi Peratur.n Perundang Unidoine i )
Universitas Airlangga 2003), bl 10, l i
14 Sebagai sistem, penegaka '
4 egakan huk.m menvangkut berbaea subagare i : i
pencgakan hukum; (2) sumber i.z}';afpcﬁ::g:tL }quv.lir!;hl i o sl o

iy s (3) tatacara (mek.nisme) penegakan
ana dan sara; i il
s p N sara;a pencgakan hukum, Lihar Baer Manan, Sistemr Peradilan

i ::crrltrrt:;wa (Suatu Pencarian), (Yogyakarta: Ul Press, 2004), him 13-14
: ag anan, * 'ril 1 ;
1gir Manan, *Hukum Materiil s Lingkungan Peradilan Agama™ dalam Varsa Peradilan Ma-

jalaly Hickyn Tak g Mo
i t abun XXV No. 294 Mes 2000, (Jakarra: Mahkamah Agung R, 20100, him

. sama’, Lihar, Se Hastun Pus-
- Mogvakara: FEH U I'ress, 2009),

e el ;
an ot Indonesea, (Insertas) (Surabava:
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bidang: 4). perkawinan,' b). kewarisan, wasiat dan hibah cang dilakukan berdasar-
kan hukom Islam, dan ¢). wagaf dan shadagah. Selamn it Pengadilan Agama juga
berwenang menyelesatkan sengketa di bidang zakat dan ckonomi svariah,!

Sebagai contoh, di bidang hukum perkawiman, tata ¢ira pelaksanaan perkaw-
inan sudah diatur secara jelas dan tegas menurut norma agama dan kevakinan. Akan
tetapi ketika rumusan pencatatan perkawinan vang dibuss dalam undang-undang
mengedepankan aspek kepasuan hukum dari sisi adimmis rast negara, beran udak
masuk pada ranah absah atau tdak perkawinan vang relah dilaksanakan.™ D1 pihak
lain pentingnya pencataian perkawinan jangan sampai “mercederai” keabsahan vang

16 Didalam penjelasannya Pasal 49 avar (2), sengkerta di bidang perkawinan diriner ke dalam
22 bunir, mehipunt Llzin beristery/poligami; 2.1zin perkawman vang belum berumur 21 th
&wali yg berselisihy 3. Dispensast perkawinan; 4. Pencecahan perkawinan; 3.Penolakan
perkawinan oleh PPN; 6.Pembatalan perkawinan; 7.Gugaran kelalaian aras kewajiban
suam stert; 8.Perceraian karena thalag; 9. Gugatan perceraan; 10.Penyelesaian harta
bersama; 1 1. Mengenai penguasaan anak; 12. Ibu yg memiku! biava anak & bapak yang
lalai memenuhinya; 13.Penentuan kewaijiban biaya oleh suami kpd bekas isteri; 14. Putu-
san tentang sah atau tidaknyaseorang anak: 15. Putusan tentang pencaburan kekuasaan
orang tua; 16. Pencabutan kekuasaan wali; 17, Penunjukan srang lam oleh pengadilan
tentang wali; 18. Penunjukan wali anak vg belum berumur 18 th yg tdk ditunjuk oleh
orang, tuanya; 19. Pembebanan kewajiban ganti rugi bila wali merugikan anak; 20. Pen-
ctapan asal ususl anak; 21, Putusan penolakan tg perkawinan campuran; 22, Pernyataan
sah porkawiman sebelum berlaku Undang-Undang No.1 Tahun 1974,

17 Lihat juga ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor
21 Talian 2008 Tentang Perbankan Svariah, dimana Pengadilan Agama juga bertugas menye-
lesaik.in sengketa di bidang zakat dan ckonomi syaraiah (yang displikasikan ke dalam 9 butir
urusan),

18 Permuialahan nikah ndak tercatar, Pertama, bagmmana hakikar hukum perkawman tidak ter-
catat (dalam istilah Nikah Strri). Kedua, bagaimana kekuatan hubungan hukum antara para
pihak (pasangan) vang perkawinan tidak tercatat. Ketiga, hagarmana keabsahan anak dan
keturinan (stse nisbabirya) vang dihasilkan. Artinya kepada sapa anak mencantumkan bin dan
binti. Neempat. bagaimana kedudukan harta perkawinan vang dihasilkan pasangan perkaw-
inan v ing udak tercatat, Kelima, bagaimana status wali dan kepada siapa wali anak perems-
puan rersebut, jika anak yang dihasilkan dan perkawinan ketika akan menikah kelak, padahal
perkasnan thu dan ayahnya tidak rercatat dan dianggap sebagai anak yang ddak sah, jika
ayahn 1 telah meninggal dunia, serta perkawinan ayah yang berpoligami tetapi tidak dapat
izin pcckawman dari isten terdahulu. Keenam, bagaimana kedudukan warisan dari scorang is-
tert dan anak-anak yang ditinggal meninggal dunia oleh ayab kandung yang menikahi ibunya,
tetapi perkawinan ayah dan ibu udak terdaftar. Masdar F. Mas'udi, “Pemidanaan Kawin Siri
Tidak Logis”, dalam Republika, Kamis 18 Pebruan 2010.
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telah dhature Labam syariag [slam.!
gan peonvele an di idane se
Proses pury
dan Leadil

“Kemudian Pengadilan Agama mempunyai kewenan-
nuketa perkawinan yang didasarkan pada syariat Islam
113 '. I"‘-"i«-m'trn.m ntara suami dan isteri, keabsahannyva tidalk saja r.l'ilih;n'
SLANT sesa. 1. I::?..‘l:.-.h::‘::;-r::‘:‘”rru} '}Uf“rﬂ. j-“‘u'] ILFHR sci.a];m dengan keadilan sub-
bebn - A .a‘.,.:mm ?Jr{n, Kemudian ketika pemutusan perkawinan
i Pengustisan anak-anak dan harta benda, pada kenyataannva menemui
ambatan o L ekseknsi, Penyebabnva tidak lain karena hubum scara perdata di

hngks e 1 Frital s . ;
< tt‘ At ‘l PR LHITYTUEM h.'f”"l"". EI'II..'J'[EI.‘][ U'E'I!L'k ["l{_'rki]r"l p:“jd |1L‘[]LLF |l.'.. [ Ii.ij hL‘IlI\I M)
cmentara bk asih rer e ' e LS aka.
St : St hadap anak. pelaksanaan eksekusi tidak Jdapat disamakan den
gan bemda, s bab anak adalah subjek hukum.:! '
LIRS il A e I - .
i i berdasarkan asas sederhana, cepat dan binva ringan chterapkan

i‘hld;! -m:]\'k ST S ITGL [ e, _ ;
vian pada kenvataannya menemui hambuitan, kerka di dalam

VI I:';HLIII'\ ]]I]Irtll E"‘L‘I"dhl "l.\lT‘If_" Lli\{_'"gku[‘lkﬂll ml”‘,“quflui Il&k F'ih-;k
QU8 0 i I : . r i vl = £ 2 . . ‘
5 | i|| i adalah sengketa perkawinan menjadi pomjane dan memakan
AR LLE VAT 1L il : * T ¥ : : £ Y
g idak berbeda di bidang sengketa kewarisan. waliaf, sodaqoh, hi-
L ]

sengkota per

ketiga. mak.

19 M ‘ILL:I’.'I_ 5 \._., SN ks e
i lE i ks asal 2 Avar {_-}Il_:ﬂtl.lng-[flm.mg No. 1 Tahun 1974 Tentane Perkawinan
i 5 CEIELra s perkarenean dicatat nrennr = 4 ; | o : ‘
Lab o™ Ru dice et peraturan pe rund.ng-wndangan yang ber-

ol \.: :.It[L:;t_.l:::..,-:::,r:uluiulurmk .pvrluuiungan I_mkuT dan kepastian hukum yang
Lo L) Wmm.imilri P‘_Ih:::ijn fniin;}; telah menikah "Berd.isarkan Avama dan Ke-
i e I l,‘.,“;ph.‘-.,;, Lm : Im dalam rumusan Pasal 2 avar (1), Rumusan kara
Sl b el “ [ JLIE‘HIII: I.u:tr lml.].hﬂllg penyusunan undang-undang tersebut,
i ke K ”.” .inl_zi_.m ..'I|‘J.Tk ah pendattaran prri-:_:lw_:nan dimaksud bersifat imper-
A ey ; A .11,H|1_p::r embangan setelah 35 (tiga pubih lina) tahun berlaku-

, s fersebat, ternvata pemaknaan pencatatan perkaw:nan, seakan-akan “ber-
rtinya ika perkawmnan tdak tercatar, maka perkaw inan
s bebas penulis,

- Uniding Nomor 7

sif Hupe:r it A\

o an tersehut di:m;_;gup

e i ”“dm”_lmdl:ﬂr{n _!19.‘{9 memuat kata “kecu i vang telah diaty se-
s LT n und.ng HIE L angn menegaskan bahwor pemeriksaan perkara
sl rm AN termuae dalam Pasal 65 ~ampar Pasal 88, val ni tentang cerai talak
= i;:::;lr Ill ..~ 111: T.I{-n:T:;':.n .lllm?n zma, harus dilikukan secara khust .. Artinva hakim Ia.-u'm1
_ Healyberbeda dengan tatacara pemeriksaan sebagaimany vang berliku di dal

PerArd pe Lt M, Mardam, Hukum Acara.. Mreit, hlm 61, = | o
bl ,I:I::.‘,.m h.:w.-r h-luhk&mf'nh Agung terhadap perkara cerai antara \unad Dam dan

: itang hak asuh anak, Mahkamal, Agung memutuska:
Anaziva @ b depads Maya Estanti, namun Ahmad Dan ndak m;
iu_'n.i- b et ehsekust nidak dapar dialankan ‘
I::: :.‘.k,fll LAl R.h.l.l U [fnn!,lnlg-[.’ntinrig Nomor 7 Tahun 1989 moavatakan “dalam hal
4(’4'. ..!k.‘! L ; -tlinw:,ali]:fu:lii.‘ r'f:lr'[iI]-.q th.m keperdatian Lain sebagaiman. dimaksuddalam Pasal
R T ek yang menjadi senaketa tersebut haru- diputus lebih dahaly

4 tilam fingkungan Peradilan Umuin., Sementara di da 'm pasal 30 Undang.

LI] l._l 1t I\Ui it I" [ | { L&Y i !( li]l.1 I L
I . 1EVLrj ., “ . 1 |
] IL:"... "."" | 1.‘1_‘.-" II,I,I Lliltl“]i'ﬂhl- il E”ipl \-'[IL‘L&'EJ E‘I_']L

milil. erye AL e -
_ erjadi it subyek bukumnva orang vang veragama Islam, obiek senekera tersel
dipuis olel peneadilan agama bersama-sama ] ; S e

e perkara sebagaimana ¢ maksud dalam Pasal

hak asuh atas ketiga
- menverthkan ketiga

]

bah, zakar, maujun ckonomi ~variah tudak semuanya dapat dijangkau dan selesatkan
meneennakan hikam acara yvang berlaku di hingkungan peradilan umum, Hukum
,_,;"mh],.,rhk“ di lmgkungan peradilan agama, ' adalah wujud negara memtasilitas:
i;q__‘l‘_l;'__'ll:‘l;‘:\.'l.ll pada mat [slam urtuk menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan mila
Gilosofi hukum 1<, Keberad.an peradilan agama ditinjau dari aspek demokrasi dan
Leterbukaan (opoobaarherd), alalah sebagai syarat dalam proses mengadili.*' Semen-
cara dilithat dant o~ peradilan _epat, biaya ringan, sebagai jaminan dan perlindungan
bagt seuap oran ¢ orhadap hat asast manusia (HAM). Positivisasi hukum substanu
vang dikuu den o ukum acra berdasarkan filosofi hukum Islam, sejalan dengan
-prin-aip demobkra o lan hak ase o manusia masyarakat Islam.*?

Pada kenvasamva huke oacara di lingkungan di lingkungan peradilan agama
adalah hukom acea vang berl ika di peradilan umum, yaitu HIR (Het Herziene In-
Landsche Reslenicny, (2) RBg Zeteh Reglement Buitengewesten); (3) BRv (Reglement
op de Brrgerlyk. Iochtsvarderag); (4) BW (Burgerlijke Wetboek). Dahulu HIR dan
RBg adalah Hukio Acara Per dilan untuk Landraad (sekarang Pengadilan Negeri),
masing-masing vtk daerah | iwa-Madura dan luar Jawa-Madura. Sedangkan BRv
adalah Hukum \cira Peradil 1 untuk Raad van Justitie, yaitu pengadilan tngkat
pertama untuk oroag Eropah itau vang dipersamakan dan atau pengadilan ungkar
banding bagi buini hutera (sck. -ang bersama Landraad juga menjadi Pengadilan Neg-
eri). Sementara B\ adalah huk im perdata materiil dan sebagian perata formal untuk
orang-orang Erop. dipersamak i dan orang Timur Asing. Jadi, baik HIR, RBg, BRy,
BW, sejak semula miemang dibioat pemerintah Belanda dan diberlakukan oleh pemer-
intah Kolomal di I 'india Belar Ja (Indonesia) adalah untuk mengabdi kepada hukum
materiil vang berlatu bagi Lai fraad atau Raad van Justitie. Jadi secara filosofis ber-
beda dengan hukun Islam, sc- a hukum acara tersebut jelas sejak awal “irrelevant”

(tidak peduli) terhodap hukun Islam.

Kompetenst Poncodilan Agani untuk menegakkan hukum syariah bagt orang Islam yang &
tentukan undong undang. Sej - peradilan agama berwenang memeriksa dan mengadili hu-
kum ekonomi s inah vang d cbutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006,
maka terjads per asan subjek sukum yang dapar beracara di peradilan agama, udak hanya
orang yang bera ama Islam, ¢ rapi subjek hukum yang tidak beragama Islam dapatr meng-
gunakan peradil. 1 agama, sepe jang mereka secara sukarela (atas kemauan sendirijvrijrvillege
onderwerping) o nlih pranar - hukum ekonomi syariah. Lihat Pasal 49 Undang-Undan No. 3
Tahun 2006 wnt ing Peradilan \gama.

24 Damel Hutagu ¢ (ed), Yap  Swan Hiem: Negara, Ham dan Demokrast, (Jakarta: YLBHI
1998), hlm 4% .3

Merujuk Pasal 1 LS (Indised Staatregeling] Wet op de Staatinrichting van Nederlans [ndie).
bahwa poliuk bi wm Pemeriv h Kolonial Belanda bagi orang Bumi Putera beragama Islam.
bilt terdapar sen: keta antara v reka di bidang hukum keluarga, sepanjang ndak diatur dalam
ordonansi, dapat Jdiselesaikan  enurot hukum agama dan kebiasaan mercka yang bersangku
tan. Lihat, E.Ute Ohy Penganta Dalane Hukum Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960),

hlm 215.

[
i

|
=

HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA
= - ompulast Pene o Dosen Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya Tahun 2011




U R A WSl T S LN T e .

tordagarl = : : -
fL:ddh.‘Il‘lx.—l[l silat -I\I.]Ill ACiara j-..ln;_; irrelerani {ugi‘;k ‘:'ﬁt‘tf[|"] “L‘I"‘ﬁi[. 'h tiko

diberlakukan secara nueitis mutandis sebagai hukuim acara Perad !1‘t \gama, odak
dapar disalahkan, bila di falam prakiik pencrapan hukom acwa bord. r?\z i;. fq;lr
Barat uidak sejalan denw. 1 prinsip dan asas bukum Istam. Artms o ke enangan da
kompetensi peradilan 2 ma lah vang sangar rerikar dan bereantung SN siten
pembukrian dalam hukoo: Barar tersebut. | |

Proses hukum acar i bidang sengketa perkawiman Ik, “dipab 1" mene ku
tata cara pembuktian se. ra formal dalam FLLI don B Be. Padaly r;n *ilul.u.nl- a1
gheta cerai dalam Islam Charusnva dilakuka o menura it om
Tidak semua penyelesar o perkara di lingkengan seradilan smar he o mene b
prosedur formal yang b aku dalam Hukan: Baga, N

I\"i':li.mpun aturan *ortulis di lingkungan peradidan agania teah aa kali sien
galami perubahan, nami 1 dalam implemen asi kewenanganova, tern wa Pera lilan
.-?\.gt.m‘l.'i nwng;‘ﬂami ganeean (disturbance) d bidange hukum acara his wad schaang
Gangguan {dfsr:rrfixirzc'f'ﬁ vang terjadi di bidang hukum acary &b pesdilan asam.
membawa akibart: Pertar . menjadi kendala bagi Peradilan Asama dalo i melakeana
kan kewenangan yang ! miliki; Kedua, menimbulkan kerancuan w1 dan Proses
penyelesaian perkara; Kiviga, penyelesaian perkara memakan waktu v e Lima. Ke
emtpat, menimbulkan bia. 1 yang tinggi, menyengsarakan pencart keadil nrlhd.m meng,
h:'ll‘-ﬁ]{.'lll tenaga. Kelima. ndak sejalan dengan A525-3525 pokok peradiling jwmu u-pn;
biaya ringan, dan murah - e |

Mengutip pemikirs - Hazairin bahwa pembuatan aturan jane mengekang ke
huh;a:‘mn. Artinya hukun: acara di lingkungan peradilan agama ticdak crjebak .1'-;1d.1
keadilan prosedural van: memenjara.® Dalam sengketa di bidang hut um keluarga
Islam harus dimunculka: aspek substantif, baik ibadat maupun brda: + muamalah
Jalan penyelesaian hukuoo tidak hanva melalui mekanisme formal s 1|ug.1 nwinlu;
alur islab (maslabat), v <ni memperhatikan hak prhak vang direwik o atau pihak
korban. Dalam mencap. kebenaran, hukum Islam menekankan plcm fesatan v 1;11_;
ndak kaku, sedapat mun kin menerapkan hukum serta melibat yane I:‘.Tl-:.t,'llll.‘!.ll-Hi: di
dalam masyarakat. Prins: - demikian scjalan det san pemikiran hukum vong rusp:ulmil'.

Vang [ imu

1 : i =
LY H..Rﬂlh.ln A.Rasyid. "I tkum Acara Perdara Peradilan Umum Sebagar Hulam Acara Per
adilan Agama™ dalani * imbar Hukum No.7 Thn 1 1992, him 23-29.

Rosa kata disturbaszce ©+ -aru gangguan, godaan. Sementara disturh berar o R e
:-ank”:: disturher bera | pengganggu atau pengrcau. John M.Echols dan | ssan Shadzily

JAPIEE g ’ = \ el ! :
19} ws Inggenis-Indones Cetakan ke XIX (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Ut oma, 19930 hlm

LRV : ]

*8 M.ldris Ramulyo, Bebeipa Masalah tentang Hukum Acara Perdara Peradslan Agama dan
Hukum Perkawinan v m, Jakarta: Ind-Hell Co. 1985, him. 8.

Y Hazurm, Tujub Seranci - lentang Hukwn, (Jakarra: Tintamas, 19740 hlm 1+ 18
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HEI"'II.}I'&'.\I I"['H‘:.‘l‘l:h!” S]] ]"]kul[_'l.g, *l!uku;n Linis Rt AT Sr|'\'¥'||.]",'.l Fabhun Mil] = o

hahkan mengirah pada kebenaran progresit (penemuca hukumicreate L)
Melihat sejarah perkembangan politk hukum ponennrah Rolomal Belanda, ™
terhadap golongan Bumi Putera, sangat mienghormati pensclesaan sengketa bagr yang
tidak masuk volongan Eropa dan atau vang dipersam koo dengan mercka. ™ Aturan
hukum yang dimaksud mehpun bidang hukum substoars maupun hukum acara. Di
dalam Regeling Reglement (RR) Tasal 75 avar 1) di v tkan secara regas, dengan
memberi otonomi hukum pada golongam Bum Pure 2 [ bidang hukam keluarga,
sepanjang tid 1k diatur secara tegas dalim ordos Aoy emerintah Kolomal
Hindia Belanda pun ternyata menghorman ke crado n hobom Islam dan rata cara
penvelesalant va.
- Pendap. ¢ yang mengecam bahwa Pasal 13 1S w0 ook hulum diskrini-
nasi pemerint th Hindia Belanda atas hukum Ishim, o soo0 prhak ada benarnya, kar-
ena pemerint th Hindia Belanda ternvaia membenuin o aun Islain dengan huo-
kum Adat. Hikum Islam ditempatkan tidak sep, o desgon hukuin Adat sebagaimana
pendapat Snouck Hurgronje yang mengadopse send oo dari Van Vollen Hoy en. !
Namun politk hukumnya tetap memberikan bk ot oo Lepada Buo Putera da-
lam menyelesiikan masalah hukum keluarga seb g o v mereka sending, baik da-

30 Munculny  gagasan penegakan hukum progresit citand. poda Lepnhaonan erbadap pen-
egakan hu'um di Indonesiz, dimana seringkali ter i pe sesnskohan, Problematika hukum
positif di 1donesia kekurangannya mulai dari per ncan. m combentukan, formulasi makna
dan simbo yang masuk rumusan norma, ditambal: g doagon femahaya pencgakan hukom,
Lihat Satji to Rahardjo, Peregakan Hickuin Progre- & (1ak vt Altaber, 2004), hlm 35 36,

i1 Setap tan gal 20 Maret di Belanda dipermgan ¢ ravas i wsaha dagang Verenigde
Qost Indis he Compagnie (VOC) sehagai tahapan  erjali a0 L Nusantara pada tabun 1602
Lihat, “Ri. hard Zakarias Leirissa dan Sciarah VO 7 dal s aupas tanggal 15 April 2002,
him 12.

32 Menurut sal 163 yang tunduk pada peraturan “olans n 7ok adar adatabrsemo pens
duduk Bu i Putera (Indonesia ashi), terkecuali ¢ =reko oo o welabh masvuk suawn golongan
hukum lar . Lihat, E. Utrecht, “Aneka Warna Heooum ¢ o o bedelmg) di Indonesia dalam
ﬂ:ngan:ar salam Hukum lndonesta, Cer bedua {"1_'. wrras N Cenernan dan Bala Buku Indo-
nesia, 195 ), him 119-142.

33 Pasal 75 2 at (2) RR “dalam hal tenad: perkara pordata s o0 sesama orany: Indonesea 1t
atau deng.. + mereka yang dipersamakan dengan me ka, v ko corcka tunduk kepada prtusan
hakim dage 1 atau l'wpafa m.u}umk.:: moreka my et o200k :u.‘-..img ST (1N 'tl'fr*?h':'s:r,'
wetten) at. u ketentuan-ketentuan lama viereka”™ | d bl

34 Pemerinta Hindia Belanda vang mengeluarkan L Wer - o caarnrachtmg can Nederlands
Indie) Sthl 1 292:212 mencabut hukum lslam dar 10 cken w0 hukom Hinda Belamda. Ke

bijakan te: .ebur sangar terpengaruh dar pemukari Snec ko0 rarome dengan teon receptie
yang men: idopsi pemikiran Cornchis Van Vollen |oven, i sembantab reon Recepteo
Complext vang sebelumnya digagas oleh LW.C. % Do B o dengan mensatakan hukoum
Islam tela! diterima sepenuhnya oleh pemeluk ag na o Diliae Abdul Manan, “Pengaruh
Teori Rec ptie dalam Perkembangan Hukam d&  wdone a0 dam Aneka masalal Hudewm
Perdata Isi m di Indonesia, (Jakarta: Kencana Med 1 Pracn Coronp, 2006) bim 291-315
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boagar berdour:
. Apakah positivis.,
L agama var e d
sannva cende un

hukun aca
wkukan - ca

HICnyar

2. Pagaimanamolal kan pen g
wama dikemlan  Lan berc sar
bukum wara ap berangl i
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sum acaranyo. Berangkar dari Licar belakane
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tanan bkt

wa prinap |

Ry

tvang dunglat dalam walisan i adalah «
vdan hukur materiil di lingkungan peradi-
tmutans mucandis, di dalam proses peneea-
desekularts si hukom Islam ?

wara di lingkung.an peradilan
ateriil yang berorientasi pada
wdilan dan prosedural hukom

an hukum

EMBAGA PERADILAN

1 Teori tentang Keadit in Dan ~enibaga Peradiian

Peradilan adalah peke
liv adalal badan cang + lek
P ngadian tentars ganagu
mombert putusan hukuri.

Peradilan verdiri ¢ i -
scinata-mara sebacar badan
ot hal membert keadilan Member: ke
g badan pengadilan arau vakim dalam
ke pada yang mohon keadila: apa yana m
kata Lan, peradilan adalah -

an hak om
aenguas ) de

1 hok (Bake

atuk mionga

vala sesarn

memutus perkara, baik perkora perd.aia o

Anan atan menjamm diaat o ova hukom o
menvelesarkan perkara mela’ i pengaddila
dil i lebih menempuoh jalur ukom di .
K maupun melalul negosia 1. maupun a

Keadilan merupakan < aru asas va
datim al Qurtan karena peringnva Leds
durt LOOO kali terbanyak se:clah Alih

W Sudikno Mertokusumo., “Sep cah Peradiian
dan Apakah Kemntaacan bacs Kita Barsa |
atas Coyahmada, 197 1) hilm

vh Mrd

vAM, Sactuddin, “Sistent Ekonomi Islam™ o
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w badan peogadilan. Hakim dan pengadi
san tegas dibebani tugas untuk memeriksa
1) atau mienieriksa gugatan dan badan i

Sementara rengadilan bukanlah diartikan
lihy melamk in sebagai pengertian abstrak,
dilan berart hal yang bertalian dengan tu-
memberikan keadilan, yaitu memberikan
njadi hakny 1 atau apa hulumnya, Dengan
vang bertaliin dengan tucas hakim dalam
wpun perkora pidana, uniuk mempertali-
wernl ™ Per wdilan hukum lebih cenderung,

sebagar lembaga, sementara peradilan kea-

- pengadilar. baik melalu: jalan perdama-
Nrrase.

L sangat po
lukan dan
nilmu pen

ing dalam hakum Islam. Di
rangsi keadilan, discbut lebih
wtahuan.’” Adil dan keadilan

n Pervndang
.11'!!]'“_"\5,1“+ | Iy

‘ndangan di Indonesia Sejak 1942
rtast Dokror (Yogyakaria: Univer

i Laretmas o411 tabun 183, hal 45.
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ki Keadilan juga berkaitan dengan saksi, demik:

serlompran,

s Arab vakni ad! dan grsth. Dalam bahasa Inggen
sikan dalam beberapa kata sepern abkam, qarvar

g, atan bare Adil adalah sifar Allah sebagan |
berkanan erat dengan pengadilan, dimana beb

n, atan penumpin vang selalu berhadapan d
Scor i, pemimpin haros berdirg di a
crijunjung tineg sitat keadilan. !

cbah sebasan siandar minimal prilaku manusia, d
nal sostal ok kaum ke rabar'- Sementara per
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an Foku- xajian penelitian terhadap hukum acara peradilan agerna sancat pentiog
an bila dilthat lalim kerangka membangun sub astem poraciban daoo sision
= lan di Inde iestn Mengingat sistem peradilan cerdir dar 4 (o
ng dilan vang erpuncak pada Mahkamah Agun.. dimana oop sal
e kempetens absolur dan karakter vang berbed s-beda, ten v dul
ng harus dises aikom dengan ciri dan karokter voog dipusy oo om
ah poradilan © sebut. Begitu juga urusan vang monjadi ko
hl gan peradi i avama adalah berangkat dart monvelesaika koo
ir [x ar Artr wa ubjek hukum vang dapat berocara
porsomain | vakni beragama Islam. Sementara midang ur oo
Wi aiet, mang 0 ckonomi syariah. Oleh karena was porson [
i maka atueso hokomnya, batk hukum acara (hokom torme
n (hukum ter ipan) yang diterapkan adalah berkorakeer huko o bl
nm Meng ngar hukum acara yang berlaku 0 lingkengo por
i sama deng. 1 hokum acara yang berlaku di lingkungan pero bl
M prakiiknya mengalami gangguan (disturbance). maka penc o
r bawar pene nar membangun hukuam yang berada di hingkor e ¢
ng hukum ac. a riaupun hukum mareritl yang Qigunakan <« hua
kewenang: iny . Oleh karena peradilan agam. dibangun ' i
konsep hut am Islam, serta dikhususkan pada orang yang er
sonalitas), naka penelitian im untuk membedah fakt vog o
W) peradilan pada saar sekarang, serta memberi alternant taw v
4 lusi ukunt acaca peradilan agama ke depan,
i Secar tecretis penelitian ini diharapkan dapar mest oo
vk bagt pemb ngunan dan pengembangan hukum acara maon
_:‘;1 teril) yang berbiku di lingkungan peradilan aeama dalan e
bid vang lebih berwibawa. Secara khusus penelinian ini dihor phon
:,;:1 kan seman at <an menjalarkan berbagar penchiuan lam doo koo mcowe o hukom
ar. vang berlatu di lingkungan peradilan agama dan berbago b e emnengaridi
st perhembar can hukum di hingkungan sistem peradilon Ind: e
PA Secar | proktikal, penelitian ini diharapkan dapat mes be it osub o kepada
i pemerintals dal vm upaya penyusunan strategr dan kebyaks noom con Loondel datam
”t prinbangu an Can pengembangan hukum acara (hukum 1o o L rater
(hukum te apa ) vang berlaku di lingkungan peradilan aoan oo~ boees pada alh
Fa. i tercoran a suatu hukum yang benar-benar berane ar |0 hukum
un [« didan bie gkat sistem peradil m Indonesi vang berw
at
Jda-
fua
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(. METODE VENELITIAN . maupun hukun newiras aemudian penclivan dapat meng ngkapkan beberapa
1. Spesifikasi Penelitian : kelemahan dan kelebihan daam proses legislas hukum agama menjadi hukum neg-
Menurur Poer Mahmuod Marz 0 ponelinar hukum adalah suatu proses untuk ara, utaman+a tentine e acara peradilan acama.™ Kemud an deskriptif. artinya
menemukan ataron hukam, prinsip - ake my omae Hun dokerin-doktrin hukum guna dalam peachtian o anab os data vang dilakukon udak keluar lar lingkup sample,
senjawab isa husum vang ditadap Lal ervebur sesuai dengan preskriptf ilmu hu- ) bersifar deduku, bordasarton teor-teort atan konsep vang bersitat umum diaplikasi-
Lum. Penclitian hukum tdak mene b ohd s reh (penelitian Lipangan). Artinya kan untuk menplaskoon e seperangkat dare, atao menunjuickan komparasi atau
pavang dirchine falam Kegiatan per ooy bukar  adalah bahan hakum dalam ben- hubungan s peraicsos daccongan data lamnv, U sert analitis, artinya dalam pene-
ik risc kepustalaan vang Hokas . b han b i primer maupun bahan hukum lidan i st d e ner oot enupn ke popalasi dana sebagar objek peneliian. ™
wekunder” Perlo ditegaskan. sebag e ditan | akum, meskipun di dalam peneli-
o digah beverapa dac dan i ene s cang dikumpualkan dori lapangan seba-
i dar primer, amun ok fokus obs peml hasan dan penacikan kesimpulan 3. Pendekatan Masalah
serada dalam tat ran ranah normat w0l ngea a- ek hukum terap terjaga. Karakter ; Pendetavan o dab v digunakan dalan peneliman in crutama adal.h:
dedalan paieliom hukum adalih ok neneme <an teort substansi sebagai respon a. Pendelatar tots gt Uhdusopveal Approach): Memasukkan hal-hal yang pen-
cerhadap ancka poenstwa yane wrjo G nasvara aat. Temuan vany dihasilkan tidak . ungsebags o dar soner idaan peradilan agama adalah Eetentuan yang terda-
unmerupakan preskripstdatun up cmenveless kan persoalan hikum vang rerjadi ¢ pat dotam came sk cand bersumber padiacal-Gusan, Ketentuan nash dalam
A1 masvarakat, 3 al-Ouran aneava borupa dalil naglic arunyva sumber Jalil berasal dart fir-
man Atlab 5W! b ranva, tanpa adva pertolongan logika akal pikiran
manusia, Pad e - ana teri, bahwa atiean hukum di ingkungan peradilan
2. Tipe Penelitian ‘ { agama berabis tonse salen, berada di luar jangkanan milai Flosofi dan obick [lmu
Tipe penelican hukum contang foramlast hikam acara peradilan agama dalam pengertheon B opib b lae dalam konsep Hukum Islam. terutama dofam al-
rerangka pembangunan sistem per lar di Indonesia, adalah peaelitian deskripsi, Quran kea s tibata vau padanannya vang ada hanya disebutkan chagai
dengan analists data bersitar deskr of naliis. Deskripsi maksudnya, peneliian ! hikmah. €fet biren i rnah pemikiran tilsafar dalam hukum Islam discbut
sipada umumnia bertujuan untul aendeskripsikan arau mengeambarkan secara sehagar s men D fans Isiam dlmu hubum diposisikan sebagai sebush disp-
astematis dalam bentuk urann wihs, ensang oby -k penelitian tentang dinamika dan =~ I e voong sonad =0 dan dimenst sekalieus, vakn pertama bersifat o rmatit
serhembangan peradilan agama, bai' b oai pros s, maupus schacai lembaga dalam 5 dan tiabe fe orereas o bl vang diktum didasarkan pada wahyn melatu: kar-
perkembangan aval sebelun kemer < aun dan porkembangan kekinian. Pemaparan dalekodat 2 arh s mempunyan imenss sisial-empink dengas witak
dan penvapan vang dilakukas meng malban metode kualitatt. Semua bahan-bahan . [’ f-:ll'i.f; 2 o ghet . meRmIeH n wda pn':'!.'--:TllI].l. sostal demi I'Cl'imp]t::;tu!‘.[;ls-

ardata vang drcumpulkan dalam—aehidan ine memadi kunci dalam-analisis dan
pembabasan, didpat menggonakan ra wekunder berupa perarur in perundang-un-
sangan. juga sumber pustaka vang roare ™ Deskoripsi vane dilakukan dalam analisis - = s .
pembalusan berdasarkan data-data riad dan aturat tentang hubum acara peradi- £ 69 Lesy LMol ne v .{-.-_r' Vool hadrtaeer, Ccskan Booguh (Bandong: Remay - Rosda-

i S e ki . s | ; -4 karva, 199&). hh .
i, baik schagai lemb wa macin dalam proses dalam hinghap hukum agama, & A0 Mengenotip oo nae Aok apson lebsh detad joriksa imbang Sunggono, 1995 Motod
; ol Veneclite o | o wia P Raga Geratindo Persadd o), b, 36, Periksa juga banbang
Wilwvo, 194 1 e ctnae U0 e iy Pradeeele, 1 arta: opar Gratika), hlm. 8-9.
h 71 Bambans Su LRI T &) [thimr, A%
' 72 thud,, i 3+
_ e B e T e sy ! Vo Menvewr Ahocay 4o g secary tsarar Jdabwm Dlukom slame disebut meonatiooms
: b I‘r.-tr. ”\' thimud! Mareoky, fecclienan | o (Iobhart Kens sna Prewoda ledia Group, 2007), secar., hit g an SRVETTRR T TR L 38 whalar rentang agama: Hikmal eoaepot
{ hims 35, : diberikar ol ky cberama D oakaooo (il ] | nkiman: !.‘.} Filsata: Hokum
fohimy ieahane, Teoar & Meroadologs wofeteane { Tudecemy Neorvdazsr (0l mg: Bayumedia 'ub- : [slam berarty e o hua s bbb, eabst o tune o hokom Islam, bk mes - sk
abrnz, 2006, 5lm 36 ! MMerT i 4, o 11 7 ipannea, Lihat, Nomad /7 amg er all, Filsafat Huka o: [lam,
| e Len Zambar, © emonn Desa Dengar i Kiviesus vada Dvesa a0 Dooen st Sumatera Selatan ' (Jakarea: Prov ok 0 awin Prosaran dan Sarana ergoees o bogg Agama/IAIN Docetorae
(st (lasarta: Program Pascas nt UL 2003 hlp 1, : Jenderal Pem o Red st Agme Ilany Decoarreme o Agama, 1987), hlm 15 6
!
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o mba keadilan dan kemaslahartan aniversal di masvarak ot

; vang diatur dalum ruang hagkup norny o agama, kenka du
[ tam perkembangan kekinian, baik tentang sekularisast. sebalaosme, mao-
|

hukum formal dapat dibuat sejalan, arwkah justro terda
i pengganvey (disturbance) vang mejadi benturan ant

rransendent
dalam bent
lhal-hal seb.
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tdesakralisasi hukum Islam, tentunya tidak semua hal dai mosalah i da

¢ masvarakat dapat dijawab dengan pendekatan nash Qurar dun Hadats, keduanya. & bagai suaru penclitian hukum norman: anahsis vang dila
- upun pendapar mazhab yang berkembang di dunia Ishin et g e perh dy kan adalah © engungkapkan dan menguraikan bebers va kelebihan dari s
o ab dengan hikniah untuk menjembatans kepentingan ma var e ada hukum forr 1§ negara vans bercirtkan asas kepastian hukuny dalom ben
doamowalavah negara tertentu, andang-une g Di pihak faoo cirl bakam negora va o bersitat forimal
I gembane o dan formulasi Hukum Islam tormal, o " :u_m“;p‘ 3. [‘h‘._’l'i'.-i dicaribai sisi keselarasannva ongan norma bk
beooumm nastonal selalu membuka pitu berkembangna 1 s seba. 1 lanidasan peradilan asarms Seialm d izanchal wesebur,
b mah. seponjang tidak bertabrakan denzan ketentu : an penclit 1 ini dilakukan remer m, nenganthsis 1 dan pensistemat
doam stk Quran dan Hadits sebagar samber atama e a0 dan hukun cntang peradilo agano, dengan oenel fan fipangan seby
I lu dikeralun hanwa dalam konteks hukum Iﬂi'-.iu]! kot aiare b h ‘."l;'l‘lﬂ:]i;lﬂ?_.
sooantiasa dideneikkan dengan ketentuan tertalis bersi o v ast o !
teoutup. serta haras ada kekuasaan yang membuatinyg v oag i i Berdasarkan - s pendekaran senidis rormant, T maka angkab-lanekah
( ]l l'_l:';!‘ 1 yang p::rlu dllllldl tiﬁ!'.' ;!ikritl\i, ;‘ILf.lldfi A} koo 1 kit ¢ akukan r.i,li.'ll‘ .,‘L.”Ci!' AR Rite s h,l;;li Ferikut:
Jdwat din diberlakukan oleh negara terhadap hukum acara fae e ooam »  menginven' qsast peratu an perundang-undangin e tang peradian age
d mghungan peradilan agama tdak terjads gangeuan (diha e R vani berlik: - éiz abstracto (inventariasi hakuam pow ip) dengan cara id
2o er maapun menvalahi kaidah atau ketentuan vang 1oed o d Hido sfilsss v Tttt stk «clanjutnva mela: akan klasiitkasi y
b uhy fnﬂ::‘-:-‘isécm_ ts terhudap peraruran perundang-unda zan tentane perad
w1V wdekacan Historss (Historical Approach). disini vang porle dis e m_;,‘tmn dan raturan pel ks nanya vang berlak s
L Searal dan perkembangan lembaga peradilan, peradiin (sl dan e ’ :I;L'nggaii d. 1 menemukan dsas-asas hukum dan kor ep hukum vang m
dilan avama dalam perkembangan awal perkembanca I o sl dasari legis: st dan regulosr trdang peradilan agamo dalam upara men
Islan dijadikan pedoman agama maupun sebagai hubu o cune dan o ngembangh cradilan agama vang nompunyai bomper
2 Separah perkembangan politik peradilan agama, pork e e o Lo di bickini hivkum keliaredan ekonomt sjariah:
penzadilin agima di dalam sisem peradilan Indone i, ! mengeah d.o1 menemukan Karakeersuk dan kenstro st hukom centang
persentihan don tarik menarik terhadap lembaga da b owe iy o formulasi b ikum acara peeadilan acama sebag i ait rnant pengemban
my . Bentucan antara hukum Islam dengan Hukam Ad oy g vkl hukum aga: a (hukom 105200 dalars peraturar pere wdang undangan y
di Indonesiy, serta penyesuaian hukum acara dan hoke no oo b ada. termasuk dalam facaa tawa ang dikeluarkac oleh orgamsas: b
nest mengikun pola dan pendekatan menurut tradic ke 0 0 0 s e simann IHdieas.
bagein darr tra disi hukum civil law. Perlu dibabias dar d. e il
bawiintina hatisan yang ada pada konsep hukum Bua ke k VL s Schacas kegiaan ilmiah vae 2 borusabo menjehish i ke svaraan hubam, pe
Kan 1.~ ikt porkara dan sengketa hukum di bidang i koo litan 0 udak didasa-kan atas pert. kot suaru Jdisiphin noo-hub am terten, etape
o Pewdckatan Yuridis Normatif, karena permosalahar e Lkatah dasart n kepada perokrif-perfcku diri beberapa disiplir yarg relevan, seperti i
retormunlasg pe ':‘tdﬂﬂl‘l JA8ama, di satu sist ada roang o rat h ¢ g fik i) "I';l'._',‘lll Lindasar ilmu S}‘lr:'.‘lh SHpUR i“Lf.!I‘IL: e sosio lgi. .IH'[THE""-EU;.'J..H.
yany mengaiue berdasar hukum sakral (hukum Tuh n s« ' h oun 1 hukum lainaya, Walaup: o penclitan yang dibkuk o menggunakan p
necinr menzatar dalam konteks ketertiban., Pengawiea doe b e 1 ;
kusii tormal nesara dalam bentuk undang-undang poou di i
dilct it der san dasar pendekatan filosoti | cagam s b : B . i _ = i
il v dao hukam Islam. Artinva di sati sasi oyl S 1 5N qurat soerpono sockanto dan s Noonudie poachiogn bokum cormant ataas sepustak
i apune ) penehian rerhadap o s hakuas 23 penchoom reradap sistemanka huk
Vooenchoon taraf s akronisaschubk o cmikal o horaoats ) P nelinan pcr'n :ndmg;ln
F T ' s —— koo dan o penelinan sefarah hud Baca Seerono Soekanme don S Mamaudy, Penel: o
4 Jobooy e e, fevwt Metodologi...Op.cut, hlm 18 [ e N narif, lakarta, Bajaw. | Poss, 1985), him 15,
@ a1 orhonit L o P b : FUKUM DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA @
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ok )
i

pekdif disiplin ilma Lun, nanion penchisian i rerap merupakan penelitian hukum, (h) hitthad dan farwa-t wa tontang pers lan agama, bidang perkawinan,

karena pertekuf disiplin Lun bawva schedar alat banti Dengan kata hasil akhir dan serta bidane huku. ¢ keluarga ving  keluarkan oleh organisast kea-

penelitian ini adal b terap pads kesimpulan vang bersitar normatil, camaan di Indones o bl NoU, Muc o ommadivvah, Persis, Majelis Ula-
ma Indonesia (MU

b)) Baban bukum sekunde  vato bahan bai in vang memberikan penjelasan

T A AR

4. Jenis, Sumber dan Prosedur Pengumpulan B.ihan-bahan Hukum meteenai bahan huku o pricer berfind ingan dengan objek penelitian,
Penelitian inn teoat m Lisat b aias duce sokund or vang merupakan bahan- wpeorte fieeratur, hasd- sl o eehoae, o kel dan hasit-hasil semiar atau

bahan hukam berip: ko v poratnean perapdap sandangan dan dokumen por entan thavab Luar a0 Monarat o mgan Romiy Hoamngo Soemitro,

hukum lainnva. bbb ke ersche diperoleh melalae penelitian kepus- dokomen pribadi aton endag o dar kal agan pakar b tkym rermasuk da-

rakaan (ibrary res o oo et otk reorsteors bokan et dokoein hukasy, Ly bahan hukum sosu der dopar de ane an sepamang b rhubungean serta

asas-asas hukun oo Lo STTITR ber b o denean obyek telaah pe- clovan dengan objel tooaabue peneleian g

nelittan i1 _ e bakeene terseer oy na b an-bolan ukom penanjang yang members

st ok dan pengelssa terbockap baluan ke primer dan bahan hukum

1.  Kepustakaan dan pecataran perundang-undangan ek inder, sepertn ki hukuo, ki e ang hukon kel .1r;.;_a,cn-'ikl¢+rpc-
Bahan hukuio bepr e o 0 din coran porundans v odangan diperoleh dari: i st magadabe doonenal iahe su ckluaban maald minggnan juga
a) Baban hikion preeecr terdies dar mesiadt bahan bagi per litian o sep ija g manuat intorniast yang relevan
(1) Norova atai b dsh dosar, vang rerdapar didalam keempat alenia Pem- derinan objek telaah pe chuar e ?
buk o das boeog toabuh TUD 1945 pasca imandemen keempat.
(2) Persouran Do berpes pacda romuosan Pasal 29 UUD 1945, melihat 2. Penchuan Lapangan
peraa negira tohadap aama dan kevakivon dalam melindungi hak enclittn lapangan (frch! v earc! ) dilakukar sebagm upaya Piumpuruluh data

WArea fedrara;

(%) Undine-d

kan Perandan

(+) Uncan A

tih tahon 24 7]

atange atacara Pembentu-

- Undang-Undang Nomor

primer berup
Vg reles an
mentast ok
vak membah

Ciformasi langsun © dalasr berub has | wawancara kepada narasumber

lengan objek penel
m darn beberapa in
~ dan mengemb ooy

an, bodak kalapoating juga adalab menggali doku-
ransi ang beoowe ang sebagan regalator yang ban-
an bobing porac lan agama, dengan wijuan untuk

35 Tabun 1999 o Uadene Unding Noo 4 Tahon 2004 jo undang- melengkope m o menungang bahaa-bal o hukoom b orapa kepustakacn dan peraturan
Und e Noar o 38 Tk 2009 fenmaene korentitan Pokok Kekuasaan perundacg-usdangan, Penelitian apan o ini hlal dkan, Karena nid ik semua bahan-
Keh kioma s bahan hubur vang diperlukan d opatd cerolel ara o tersedia di perpastakaan,
() Undta Uid Nomr U babim 985 e tindang-ondang Nomor 3
Tahom 009 e ange Mabkamah deuny
() Undan U v Noot Libion 19 74 Tenting Perkawinan, beserta aturan SE— = izl =np SRR - .
pelaks imar v sopern Peraruran e rinral No. @ Tahun 1973, Inpres i If:;:‘tlll .:E gt Soenntriog 1952 Werod o Pen fake Higbooe, 1k tae Ghalia Indonesia),
No. I iabn 20l e komoidas Hluk oo BsLan, Peraturan Pemer- / l’;r:'lL P oo Soekanro dan St Mam g 19490 Pe it Dk Do natef Suatu Totjan-
inti o 85 Lown e ety Bataca o Percerakm Bagi Pegawan an Stk (akaras Radiawali Press) bl 141
INerer Spalf1"™n ) N Band ek cdan penksa Jav N Socglar oo Beny onn e Beedes 1900 1 e Legal Somrees of
{";] Undamrl ocd o0 MNoun - i'lhh- 1M Y A -'HLI.'.L[‘-L" Und;mg Nomor 3 T L ST l-'.'\;lng!nu Books, Massach ssets, | oagon o, bl 28
Tali i "0 Ptz Plidane, o Tabion 2009 Tentang Per-
adt!in Agom Losen cartean polakoar lainoya, sepert Staatblad
IS8R N 15 ntac e Peraddar Scamoc |ova dan Madura, Staatblad
Nomo: '3 Soocbie Leatang embaris Kewenangan Pengadilan
_ Agaan i fav aoan M, Permuran Per rintab Now43 Tahun 1957
E Termars Mabk owth soeodrdn Doar fase v o o Madura dan Kalimantan
_ SL’L'..I:

b L e
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I-‘idn;mu penchuan lapangan dipusatkan pada beberapa stans dan lembuga
sostal dan keazamaan dengan cara purposive, * dasar perumbangan sebaca berikar:
}‘. I+ : ; s == Ay - 1 r‘ a ]
. Pejabar Departemen Agama, Dirjen Urusan Agama Wam (URAS) i Ta.
karta;
alsl - H 3
- Maikamah Agung Republik Indonesia Bidang U rus i Peradiian Awaina
(LLOILAG) di Jakarta:
Pemidilan Tingg: Agama Sumarera Selatan dun one wdilan Azama Kata
[ Iil. i'l.ii'l_‘..‘,,
May Ts Ulama Indonesia (MU di Jabarta:
duemmadivah dan Nahdaoul Ulaga (N0 i Jab o

] I x
th o1 hiikim dan l__t-mh_}-._m N1 vang I roer KN Iidane peradil i
U

Yhad oS -,_:H; :\.t:'"].p.vl-fq_-rl Lil E"I-it{_ t'lqt: .L‘{:rhl'l-h;»l“- FELH a.

Y. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum
Gahan-b han hukum yang telah diperoleh, selanjutinva ol 0 dan dianalisis -

E 1 || teskriptyf nalitis-kualitatif, vaita dengan melakukan beliora prosedur, sebasai

WATITRIIT:

O ko ptralisast, vanu menemukan de, makna don | msep-Konsep vaog
terk.idung dalam bahan-bahan hukum. Konseptualisas dilakukan den-
v ara memberikan interpretas: terhadap bahan b
beru o kata-kata dan kalimat-kalimar:

Koate owisast. yartn mengelompokkan bahan-baha | ku VIS Sepens
dian osuan dengan kategorinya, untuk kemudian mone ukan hubunean Ji
ara s berbaear kategori tersebut: |

0 Deskoipst, yutu menjelaskan berbagai kategori bah il dhan hukum secara
sistesans gam mengetahut berbagan persamaan (i arigies), perbedain
(deffe crences), kelemahan (reeaksesses) dan hubun wriespondence) Ji
anta  berbagar Kategort bahan-bahan hukum tersel retndar pada pao-

i hakum rersebior

- il

Pov o deeak d dercan parposive dalam peoehinan i adalal oo uan lokase penehn
meao b Dsarkan atis pcrtim[*.u:g;-.n ret S EEERT L denean doae Lot i peneh: n
Semesp ko pal aspek kedudukan Jan hew dangon e meansi dan pery
e dalan Besian pasar modal scoarnd d Indonesia. ek 1 densean Naur
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dangan vang uwh (holistic fashion) dengan mengganakan perspeknt pe
mikiran teoretus para pakar hukum ™

Selain it khusas terhadap bahan-bahan hukum berupa dokumeon-dobamen
kum pemerintah akan dilakukan kajian isi/substansi (content analysis).*" ik ben
dian diambil suaru kesimpulan, sehingga permasalahan pokok yang n dan o
laah dalam penelivnan i dapat werjawab. Kemudian werhadap dar ey o ditap
hasil pemikiran dan tonsep tentang perkembangan hukom far poncoron b
[siam. haik vang berkembang di duma Istam, maupun yang beraeaboog Wi
Jil thukan pesarican kesimpulan secara dedukreil, Sementara 1oy
terhadap kasos-bsus testentu dalam lingkup nukro, maka pernr L k
lakukan secara mduknt. Dengan kara lamn, penartkan kesimpeda pong
kan secara I-;a,-||||1|'-"|1- HIST i.{'ﬂﬂgdﬂ menampung h,nl] pgng.li‘lh,l QAR A an list.
yang terkumpith.
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D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Proses Pencgakan Hikum
Norma nornia hukam yang telah dituangkan dalam aruean avorar Lk
yang telah menjads bagian dan tata hukum suatu negara, menoneae o 0oy o
menvesuaikan tindak lakunya sesuai dengan norma hukuam yang volalom oo oo
tersebut. Perbedacn norma hukum dengan norma hukum yvang Lo d darvasve
adalah, bahwa norma hukum dapat dipaksakan berlakunya, Basany cnoa b
selafu dengan sendirinyi secara wajar dipatuhi anggota masvanab o, Daron el
ranam dalam kesadaran masyarakat akan keharasan menyescarkar to o o
dengan norni v norm i hiukum vang telah dinanskan dalam porarara-poo oy

kirm.

Pada kenvarman: kadangkala ada anggota masvarakat varegtdas - mesenab
it in norma hukom dalam berprilaku, tentunyva menmbulk o nocro @ 0 ad
gota masvarakar tuenyva Terhadap hal demikian, moka tmbul “aisi ¢ oo
un itk memak~alon berakunya norma hukum, dimana cara heik 7 i

ebut dengan liukoum cora. Artnya, apabila sescorang melako-a s oo erd

SO Susan St b Voalliam Stanback, 1988, Usderstan line ¢ o0 e rirt,
search, Ko . Jubuque. lowa-USA, 12 70, Pertksa dan bar I ko T
swahan, 2o it an Hukwmn dan Kefmpaban iombangman v o0 b d
Berkeelamy: o - ar Pustaka Bangsa Press) hlm 2021

81 Denganmoag o sobor Lexy | Moleong mengemukakan bahwa <0 nd. 2 A
O penelio i emantaathan seperanghat prosedur untuk e ke bh
sabith dari < 0 Caeen™. Lebih detail baca Lexs ). Molcong, 2000 AL e l'er
Kualitat:: u - | I Remuya Rosdakarva)y hlin 1e3 165,

HU =LA IALAAY PEMEBANGLNAN ' :
e 1 i i I o l LL ?‘1 }D:I ,IN{J?HF“ _ HUEUM DALAM PEMEANGUMNASN T IMCY D50N
| < TR, (LN B | ' L LC TR Lk | - — ._.—-F':"' _— — e — & wl = I’-:"'h':l:" m D”N{.H Fakultas Hlusum Line ositas Ser i i




SRgi i it

vang menyvimpang berdasarkan hukum pidan g, maka Negara (Pemermtah) melalui
dpaaratur !',!L‘['IL‘IH,JL' i'|ltl{|lnl ﬂk;lﬂ ]nL"||-_'.']|nh]| luule-t”“
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lapangan ilmu hokom amue, Hal enpkan dapat dibuktikan, bahwa asas-asas dan
nidih-kaidahnva melalvd berbaga copik pembicaraan hukum Islam, sepert bab ten-
kaidah _ : AL

rang hakim (qadi:
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vkan
rang-oranyg bertagwa vane memegang teguh komitmen untak menipercopar puies meskipun hukum perdata Islam yang menjad k‘-"’-'r'ﬂih}“.'-’--"-' peradilan ‘”j‘ ”:“*ll:::::ln
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umum™, serta peradi eama®” I i
: , Seria prur:uhi_.m agama®”. Jadi dap. disimpulkan bahwa dalam soal hukum
acara perdata perlu dilihat svarat-svairat vane |

: g bk dan harus melekat pada tiga hal
}-’{]IIZT:I lembaga peradilan, klavakan hakim d i peraturan yvang jelas dan terinei dalam
proses perkara. Sehubunuan dene:

- it hal tersebur perlu dilihat tiga komponen terse-
ut. ' ‘

a.  Lembaga Pengadilan
| Sf_:c:ar;l normatit peradilan di Indones, Hsesun dengan lembaga peradilan
vang dikehendaki oleh Islan, vastu lembae \

_ i wehiasin vang mandiei (merdeka) dari
kekuasaan cksekurif than p ' ; s
s . ,\Ih.i.l. val F1 | 1:1.: L-_":x_ 1.0 u’.ml.m :]LHHL:I;IIJ ILILI'J. I:lki.lnv

va, maka unsur manusia vane beroera : |
e Hnsur manusia yang berperan, serta penvebab lain adalah fakror eksternal
peradifan tersebut. Sebaga lembaga vang nandirt, maka lenibaga pengadilan harus

dikelola dengan terbuka untuk miewnjudkan kesamaan kedudukan hukum bagi pen-

cari keadilan. Adagi ¢ be 1 it /
Adagium yang berbunyi “jusitce must be seen to be done, but must

EJF seen Lo be done™, Ungkapan tersebut vang mula Jikenal pada abad ke 17, bila
dibandingkan dengan di dumia Islam bahwa Khalifah Umar bin I{h.'uml; pada 1h:|d ke
7 telah menukilkan dalam surat penunjukannva kepada Abu Musa J|-AS}”;!I'} ‘di.;ﬂﬂ.‘l:;
kfﬂa—kata yang indah dan tegas: “Samakan kedudukan pihak-pihak yang hcr;cngk_:.:ta
di hadapan majelis anda dan dalam tingkah laku anda (wajah) dan dalam keputu-
san ;:md‘a", Hal demikian, tentunya banvak bergantung pada m;mu.«:iﬂ-nmuusi-lp an

menjadi hakim. Pedoman vang diberikan oleh Islam aman terperingi yang ciik}:nagl
dengan “adabul qalbi”. Kesamaan kedudukn pthak-pihak vang berperkara diatur
secara tegas™, dimana pengadilan mengadili menurur hukam du;tgan :idni\' membe-

dakan orang. Hal demikian sejal '
: g H: : Jalan dengan apa vang diatur di dalam adabul Oadhi
dari hukum Islam. | i

vk

b. Kelayakan Hakim

Adapun syarat untuk menjadi- seorang hakim, telah dicantumkan beberapa
syarat yang harus dipunyai. di antaranya vang berlaku secara universal adalah ber-

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berwibawa. jujur, adil dan berkelakuan tidak

9 ; -
tercela.”! Dalam buku dan literatur Islam vang kemudian dikembangkan dalam ilmu

88  Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 vane dirgh engn U
2009 tentang Pcradilgsu Umum. BRI

89 Lihat Undang-Undang No.” Tahun 1989 vang dirubals
2006 tentang Peradilan Agam.. -

90 Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Und
diurubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004
No.48 Tahun 2009,

91 LibatUndang-Undang No.14 Tahun 1970, Un.
rubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun
Tahun 2009,

ang-Undang No. 49 tahun
dengan Undang-Undang No.3 Tahun

ang-Undang No.33 Tahun 1999, yang
i rerakhir dengan Undang-Undang,

ang-Unding No.35 Tahun 1999, yang diu-
2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No.48

o HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Kompilasi Penclitian Dosen Fakultas Hubum Usiyositae stwiriva Tahwn 2001 »

ikih, bahwa syarat untuk diangkat menjadi hukin lebih werperine, dimana menurut
1 . - b i | 1
al-Mawardi adalah dewasa (baligh), waras’cakap, merdeka (bukan budak), eI B!

negang amanah dan tidak melakukan dosa besar serta udak secara terus

sctiap met
mener
la

dan tidak bisu.
Dalam perundang -undangan dan buku-buku hukum sejak zama

pernal diadakan svarac-svarat vang terperme sepert dalam hukum
Keadaan dan suasana masyarakat secara psikoloms waktu terscbut ¢
atau ndak membutubkan diperincinya syarat-syarat untuk menjadi ha
suasana kejiwaan masyarakat zaman sckarang vang penuh dengan p.
gan mencart dan mempertahankan syarat untuk dangkar schaga ha.
scorang hakim adalah kekuasaan vang memerfukan tangan yang kua
ni yang kuat. Schubungan dengan hal tersebut, undang-undang enta

erdata dan kode etik hakim vang terperine dan jelas sangat penting
masyarakat. Khusus tentang kode etik hakim di beberapa negara tel.
bentuk undang-undang, seperti hainva Malaysia telah mempunyai
tersebur sejak tahun 1994 discbut The Judge Code Ethics.

c.  Aturan yang Jelas tentang Proses Berperkara

Dalam membicarakan Rancangan Undang-Undang Hukum Ac:
dangkala melupakan situasi hukum perdata materiil, dimana di Indc
ragam buat semua penduduk (warga negara). Hukum perdata mai
tumpu pada hukum warisan pemerintahan Kolomal Belanda, yaitu
Wetboek) yang berlaku bagi golongan penduduk yang wnduk padan
dan hukum [slam.

Untuk hukum acara perdata telah resmu dipakar HIR dan R.Bg

produk hukum tersebut bukan semata-mata mengatur tentang hukur-

tetapi juga mengatur tentang soal-soal lain. HIR dan R.Bg juga dipc
golongan Bumi Putera vang berperkara di “Landraad™. Sementara golc
yang secara khusus tunduk pada BW, ada hukum acara tersendiri, ya
jke Rechtsvoordering). Walaupun secara resmi vang berlaku di Perad
Peradilan Agama adalah hukum acara perdata HIR dan R.Bg, namur.
hakim terpaksa mengambil ketentuan-ketentuan darr Ry (Burgerlijke
ing) dalam perkara-perkara tertentu. Kemudian, semua undang-un.
disebut adalah berbahasa Belanda, sementara para hakim makin sedi
menguasai bahasa Belanda. Dengan denikian menjadi lengkaplah
terjadi di dalam hukum di Indonesia.

Berangkatlah dari hal tersebut, sudah mendesak bahwa undang

92 Al-Mawardi, al-Abkant as-Shulthaniyah.
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huhum acara perdata yang berangkat pada hukum nasional untuk diselesatkan. Hu-
kum acara vang berlaku dan terpakai saat sekarang menurut pendapat Bustanul Arifin
telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, meskipun perlu memberikan penckanan
dr sana sini, baik dari segi moral dan penyeragaman istilah agar penerapannya tidak
menvimpang dart norma hukum Islam sebagai acuan dalam penerapannya.

3. Problematika Penerapan Hukum Acara Peradilan Umum sebagai

Hukum Acara Peradilan Agama

FHukum Acara Perdata Peradilan Umum vang memuart tentang pembukuian, imti-
nva didapar dalam (1) HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement), (2) RBy (Recht
Reglement Buitengewesten); (3) BRy (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvorderig);
(4) BN (Burgerlijhe Wethoek).

Peradilan Umum mempedomani HIR dan RBg | jika tidak mendapatkan aturan
vang dimaksadkan dan ternyata sangat perlu, maka mencari bagaimana pengaturan-
nva di dalam BRv atau BW atau yurisprudensi atau prakeik penyelenggara peradilan
unruk pedoman,

HIR dan RBg adalah Hukum Acara Peradilan untuk Landraad (sekarang menja-
di Pengadilan Negeri), masing-masing untuk daerah Jawa-Madura dan luar Jawa-Ma-
dura. Sedangkan BRv adalah Hukum Acara Peradilan untuk Raad van Justitie, yaitu
pengadilan tingkat pertama untuk orang Eropah atau yang dipersamakan dan atau
pengadilan tingkat banding bagi bumi putera (sekarang bersama-sama Landraad juga
menjadi Pengadilan Negeri). BW adalah hukum perdata materiil dan sebagian perata
formal untuk orang-orang Eropa/dipersamakan dan orang Timur Asing. Jadi HIR,
RBg. BRv, BW. Sejak semula aturan hukum tersebut dibuat, adalah untuk mengabdi
kepada hukum materiil yang berlaku bagi Landraad atau Raad van Justitie. Dengan
demikian yang jelas secara filosofis nilai-nilai yang melandasi berlaku aturan hukum
tersebut “rrrelevant™ (tidak peduli) terhadap hukum Islam. Oleh karena adanya sifat
vang rrelevant tersebut, maka ketika diberlakukan secara mietatis mutandis dalam
menyelesaikan perkara di Peradilan Agama tanpa batasan yang tegas, maka tidak da-
pat disalahkan muncul putusan dari lingkungan peradilan agama vang sangat bernu-
ansa mekanistik, keluar dari prinsip-prinsip peradilan Islam yang mengedepankan
norma hukum Islam. Untuk hal tersebut memang patut diuji dan dsieavluasi berbagai
kekurangan dan kelemahan yang ditemui terhadap penggunaan hukum acara ber-
dasarkan HIR, RBg, BRv, BW di lingkungan Peradilan Agama.

Pertimbangan diberlakukannya Hukum Acara Perdata Peradilan Umum seba-
gai Hukum Acara Agama, walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-
Undang No.7 Tahun 1989, tetapi dari penjelasannya dapar ditangkap adalah kar-
¢na sama-sama bersifat keperdataan. Padahal jika melihat hukum Islam tidak dikenal
pembagian hukum yang bersifat dikotomi, dikelompokkan menjadi publik dan privat
atau perdata dan pidana.
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Kemudian apakah sepenuhnya sama sifat antara hukum perdata yang dikenal
Ji dalam hukum Barat, dengan pembidangan hukum yang terdapat di dalam hukum
keluarga Islam. Hal demikian dilandasi pada sifat hukum Islam scbagai dasar seng-
kera di bidang hukum keluarga dan hukum kewarisan sama-sama mempunvai aspek
Iwrdﬂm dan pidana pada waktu yang bersamaan.

1. Kecenderungan Meningkatnya Angka Perceraian
Apabila memperhatikan rumusan Pasal 34 ayar (2) PP No.9 Fahun 1975 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor | tahun 174 yang berbunyt:

"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibamya terki-
mng sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencaciiin
oleh Pegawai Pencatar, kecuali bagi mereka yang beragama lsl;lm terhitung,
sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap”.

Berarti terjadinya perceraian antara pasangan suami di peradilan sangat prose-
dural dan mekanistik. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, juga jelas T.L'I'iih"i[li‘hﬂi‘!w.l
hukum perkawinan bagi mereka yang selain Islam (Peradilan Umum) hanyalah bersitar
keperdataan semata, mengutamakan formalnya yaitu segi pencatatannya, scdangian
bagi mercka yang beragama Islam (Peradilan Agama) mengutamakan materialny a,
yakni segi hukum cerainya menurut agama. Jika putusan Pengadilan Agama tentang
cerai, misalnya banding dan seterusnya kasasi ke Mahkamah Agung dan putusan Mah-
kamah Agung (terakhir) itu berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Agama, maka
hukum materialnya cerai berikut segala akibat-akibatnya tetap rerhitung sejak tanggal
ditetapkannya cerai di muka Pengadilan Agama. Jika tidak demikian, maka hukum
material Islamnya nanti tidak cocok/terlanggar. Bagi Peradilan Umum unruk contoh
di atas, maka cerai baru dihitung sejak dicatatkan perceraian pada kantor Catatan
Sipil setelah diputus oleh Mahkamah Agung. Bukankah jauh sekali perbedaannya.

Perbedaan sifat keperdataan di atas dalam arti bukan a priori atau menolak Pasal
54 Undang-Undang No. 1989, mungkin saja akan mempengaruhi hukum proses se-
bab hukum proses yang disebut acara tersebut, sepenuhnya mengabdi hanyalah ke-
pada dan untuk hukum materiil.

Mahkamah Agung melansir data rekapitulasi faktor penyebab terjadinya per-
ceraian di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) se Indonesia tahun 2010, terdapat 5 (lima)
PTA sebagai berikut:
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W Tabel 1

& Angka Perceraian Lima Pengadilan Tingei A i tdisenits tar 20-50 kasus per tahun™. " Upaya vang dilakukan oleh pemerintah untuk mene-
_"'. L 4 ngachilan Il'll{gl Bl O inoonesid

Lean angka perceraian yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, lebih cend-
erung, melihat sisi hulir akar persoalan, lmk;m aspek hulu persoalan. Di antara upaya
yang dilakukan pemerintah adalah memberikan kursus kepada calon pasangan suami
Kursus tersebut diberikan secara bertahap sebelum pernikahan berlangsung,.

JUMLAH

% | e KASUS. | | EKONOMI TDKITG JAWAB

v ry o Az '} - i 4

i.

! l}{%}%%%‘ i Eil:i':, 1”:'{,”:: | :F: H:I’ l :E{if — l[!'::.irlik;llmn IlIlL‘Hli I1iIL'I‘|l:LHi peraturan yang periaky Lit.li_d!!]‘l undang-undang perkaw-
3 SEMARANG | -':-1: m; = ‘: i r, :“.: ];—'G-”ﬁ*- — inan, sepert Il'tL‘I'I:E!,hII'I-‘.?.'H‘I |'ru.rk.w.'m.m. di bawah m:un-. fujnannya u!.];ﬂuh UI-'l_ll.Ik mem-
3 | MARASAR | 2eaa | ..'-ilu: - ;"m} R e e—— inimalisasikan perceraian akibat pernikahan g bhelum matang, I'\l..'l‘.ll.‘.l'.h;.lhli:‘l?t mem-
5 | JAKARTA | 704 1.447 | ‘|“r'.';; =3 I':'{;gg‘ == pertahankan rumah tangga keluarga harmonis adalab mencgakkan sendi-sendi ngn.ma
S s — di rumah tangga. Dengan agama dapar membenteng pengaruh uar yang merusak,
SRR moh g 3 seperti faktor finfotammient yang mendemonstrasikan perceraian publik figur. Ke de-
. f pan diharapkan fenomena perceratan akan berkurang seiring kesadaran masyarakat

Secara garis besar menurut Mahkamah Agunge menegaskan ada 4 (empar) faktor = tentang pentingnya keluarga sakinah.
penyebab cerai pasangan di Indonesia: | Pendapat lain, Masyitoh Chusnan Aisyivah berpendapat telah terjadi pergeseran
1. Masalah Moral; nilai keluarga dan hidup rumah tangga pada saat sekarang.” Nilai-nilai keharmon-
. Meningg_;{lk:1:1 kewajiban; isan rumah tangga vang dulu erat dipegang kian terkikis. Kerapuhan iman disinyalir
3. Menyakiti jasmani/rohani; 2 menjadi salah satu penyebab utama umbulnya perceraan. Langkah antisipasi adalah
4. Terus menerus bersclisih. 8 memperkuat fondasi agama di hingkungan keluarga. Ormas keagamaan diharapkan
aktif berperan memberikan penyadaran dan penyuluhan pranikah kepada pasangan

suami isteri, terutama bagi perempuan dan para remaja. Penyadaran diharapkan me-
nyentuh pula pemahaman rentang Undang-undang kekerasan rumah tangga. Meskip-

Selanjutnya Mahkamah Agung membagi perceraian dengan alasan moral men- *
jadi 3 (tiga) kategori:

b

L Pﬂ].ig.ami yang tidak schat; &1 un undang-undang tersebut mempunyai dampak posiuf, diakui pula punya dampak
2. Knsis akhlak; ' negatif, dimana seringkali persoalan sepele atas dasar UU tersebur, isteri mengadu,
3. Cemburu; =} padahal mestinya dapat diselesaikan secara baik-baik.
; = Tuti Alawiyah menegaskan keprihatinan dengan melihat angka perceraian yang
Selanjutnya Mahkamah Agung membagi perceraian dengan alasan meninggal- "'-'; ] kian meningkat. Perceraian jelas akan menyisakan masalah, bukan hanya bagi orangtua,
_kan kewajiban dikarenakan kawin paksa, masalah ckonomi, serta tidak ada tanggung - l'empi turut mengorbankan anak-anak.™ Hal yang terpenting sebagai antisipasi salah
!ﬂwa.b' _Kemudian Mahkamah Agung membagi perceraian dengan alasan menyakiti & _satunya adalah mempersiapkan proses perkawinan yang lebih baik di antara calon
jasmani dan menyakiti mental. Sclain itu Mahkamah Agung membagi perceraian den- '3 pasangan yang akan menikah, Orangtua harus memberi pengarahan tentang arti dan
gan ala'.san terus menerus berselisih dengan alasan politis, maupun gangguan pihak i tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Prinsipnya, menikah mesti didasari
ketiga, juga tidak ada keharmonisan., cinta, kasih sayang, dan amanat dan “sakralitas harus kembali ditanamkan”. Paling
| Mcﬂum_f Nasrtfddiﬂ Umar,” sccara faktual angka perceraian di Indonesia cend- = utama keluarga perlu menekankan lagi pencrapan nilai-nilai agama dalam kehidupan
erung semakin meningkat. Tercatat pada 2009 terjadi 250 ribu kasus perceraian. rumah tangga. Berbagai faktor penyebab perceraian, seperti kesenjangan ekonomi, ke-
Jumlah ‘ttrsebut meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak 200 ribu kasus angka cemburuan dan faktor lingkungan, dapat dihindari dengan menerapkan ajaran agama
perceraian. Angka tersebut setara dengan 10 persen dari rotal pernikahan tahun 2009 4 di keluarga, "keduanya saling pegang teguh agama, shing percaya, udak cepat curiga,
‘ sejumlah 2,5 juta. “perceraian terus meningkat dari 5-10 tahun lalu yang hanya seki- serta banyak bergaul dengan orang baik, insvaallah perceraian dapat dihindari”.
; 94 Nasith Nasrullah, “Angka Perceratan Makin Tinggi” dalam Republika, Sabtu 8 Januari
93 Nasruddin Umar adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu ;i 95 iﬂl l'lhrlc'n i "[SI:““ Kﬂmt_“‘_it”ﬂﬂ s (f\ﬂlﬂlﬁﬁ_&,'-?.]- 3 | '
R gl siahe 5 fasyitoh Chusnan Ketua PP Awsytyah dalam Repblika, Sabtu 8 Januarni 2011, 1bid.
2011-2014. = 96  Ibid.
| r}.,
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serdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memini-
malisasikan problematika hukum yang muncul di dalam praktik di peradilan agama,
perlu diambil langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya panjangnya proses
hukum yang semestinya dapat disederhanakan.

Pendaraan yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Rl Kinibalu bekerjasama den-
wan Mahkamah Agung adalah untuk mendaftarkan pasangan yang telah menikah
;}i Malavsia, bertujuan melindungi pasangan yang telah menikah untuk mendapat
pgngumlmn dan legalisasi oleh negara. Konsulat Jenderal RI Kinibalu nwlukuk;u!
jumput bola dengan mendatangi estate-estate penampungan TKI yang tersebar di

s b.  Upava Menserasikan Hukum Acara dan Hukum Materiil di Peradilan Wilavah Sabah. Banyak terdapat pasangan yang menikah setelah bertahun-tahun
Againa in’d:tﬁ! bersama sebagar suami istert tanpa adanya buko tertuhis. Umumnya urusan
Scbagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa ketika hukum acara di linekun- sikah hagi para TRI di Kinibalu tidak dijadikan urusan yang sulit. Pernikahan umum-
gan peradilan agama secara smutatis mutandis adalah HIR dan R.Bg, sebagai Iii;'ih:ir ava dilakukan untuk alasan bertahan hidup, di tengah jam kerja yang llmr:}:l sediki
pedoman menvelesaikan sengketa di lingkungan peradilan umum, ternvata di dalam srembert waktu jedah. Tidak seperu di tanah air, dimana urusan pernikahan perlu
pelaksanaannyva di peradilan agama mengalami gangguan (distuerbance). Mengapa hal Lcara serius dan persiapan marang termasuk soal adat yang dipakai. {’:urd:ﬁarlmn data
tersebut rerjadi, tidak lain dikarenakan perbedaan nilai filosofis yang melandasinna. vang, dikumpulkan oleh petugas KJRI bahwa proses perkawinan yang terjadi sepern
Beberapa perkara yang mengalami gangguan (disturbance), di ;1;|t:1r.1t1}"1 adalah: s kawin vang diberikan oleh seorang suami saat menikahi isterinya tidak berben
I Cerai gugar, Pencatatan perkawinan; ak benda vang bernilai, tetapi cukup dengan segelas air putih. Keadaan tersebut
: —. Tenggat waktu upaya hukum dalam sengketa cerai; nenunjukkan ada keridakberdayaan yang dihadapi seorang TKI terhadap keadaan
: 3. Eksckusi Hak asuh anak; vang melingkupinya.
1 4. Sengketa dengan pihak ketiga dalam perkara cerai & kewarisan; Imumnva pekerja Indonesia yang datang ke Malaysia bisa datang f;::ndi.ri.‘Na-
. Asas personalitas dalam sengketa ekonomi syariah. mun di dalam menempuh hidup bekerja, mereka ndak semua i::um menjalani IPiLlLl]‘:'
) 6. Itsbat nikah (pengakuan nikah yang tidak tercarar); sendirian. Terhadap hal tersebut, para TKI dengan alasan cinta tidak mengenal situasi
i 7. Pilihan hukum dalam sengketa kewarisan Islam. hingga muncul rasa cinta. Ada pasangan TKI yang menyatu dalam satu keluarga yang
1 sebelum mempunyai pasangan di tanah air, namun mereka menikah setelah sebe-
[ Kettka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diberlakukan dengan Peraturan Pe- lumnya menceraikan pasangannya di tanah air melalui surat atau t;lepon. Artinya
merimtah No.9 Tahun 1975 pada tahun 1975, secara tegas dinyatakan bahwa rerh- dalam kondisi tersebut sangat sulit bagi pasangan yang akan bcrcmj:u mt:nggmmknp
; adap itsbar perkawinan hanya dapat dimintakan terhadap perkawinan vang dilak- mekanisme yvang ditentukan oleh negara, yakni harus dilakuka_n di depgn P{:ng:lltil—
| sanakan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Artinya, setiap perkawinan lan Agama.” Pasangan yang mendaftarkan diri da]ﬂ"_‘ program 'fs'bﬂfh “‘k_ﬂh~ !{L‘“kﬂ
vang utdak dilakukan mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang, maka berangkat ke Sabah beberapa tahun sebelumnya meninggalkan suami dan isteri yang
perkawinan tidak dapat dimintakan itsbat nikah. i sali.
Rumusan hukum yang ditentukan sangat berbeda terbalik dengan kenyataan 7 Terhadap pasangan yang menikah dengan pasangan Iair_'l dan [HEI'IC{.‘.['.‘;.!.”{‘J]I Istri
yang terjadi pasca undang-undang tersebut berlaku, terutama menyangkut warga neg- atau suaminya yang ada di tanah air, alasan yang c‘hs_;?mpa_lkun adalah 51‘g|mt tak-
[ ara yang beragama Islam yang bekerja dalam lintas negara. Pada umumnya masalah lik, dimana suami atau isteri dapat mengajukan cerai, jika tiga bulan rncnmggt*llkan
vang dihadapi oleh TKI adalah kerasnya bekerja mencari kehidupan di negeri lain, pasangannya. KJRI di Sabah yang meminta perusahaan untuk mendata pekerja h.‘_
Salah satu problem yang menimpa TKI di Negara Bagian Sabah Malaysia adalah donesia yang menikah, ternyata terhadap 4.316 pasangan menikah antar pekerja
keabsahan perkawinan vang dilakukan antara TKI laki-laki dan perempuan. Umum- i tanpa dilakukan menurut rukun dan syarat menurut Islam, serta tidak dicatat secara
i nva perkawinan yang dilakukan antar sesama TKI adalah terjadi ketidakjelasan. baik resmi. Mengapa hal tersebur dilakukan, tentu bukanlah alasan hidup atau ‘sfyh: yang
; proses yang mendahului perkawinan, selama perkawinan berlangsung, maupun pasca 4 berkembang di antara pekerja, tetapi lebih kepada upaya u.ntu]-:. bertahan hld}‘[’- _
¥ perkawinan bila putusnya perkawinan, baik yang berbentuk kematian maupun per- Undang-undang Negeri Sabah melarang keras pekerja asing dengan visa kerja
; ceraian.” untuk menikah di tanah Malaysia. Jika hendak menikah di Negeri Sabah dan dicatat
secara resmi harus menggunakan visa wisata (pelancong). Ketentuan tersebut tidak
: mungkin dilakukan oleh para pekerja Indonesia yang menghadapi masalah hidup
97 Soepeno Wahid “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perkawinan WNITKI di Sabah dan Imp- ,
likasinya Bagi Kepentingan Isteri dan Hak dasar Anak” dalam Majalah Hukiwm Varia Peradi-
lan, Tabun XXVI No.307 Juni 2011, (Jakarta: IKHI 2011), hlm 10-18, ;: 98  [bid.
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yang sulit. Umumnya pernikahan pekerja di Sabah dilakukan odak berdasarkan ru-
kun yang benar dengan wali nikah yang sah, tetapt menggunakan teman sendiri. Se-
mentara orang di tuakan di penampungan sebagai penghulunya,

Pernikahan tidak resmi vang dilakukan para pekerga di Sabah menghasilkan
anak—z.mak yang tidak resmi. Anak-anak tidak dapat diurus akea kc]ahimm;ya di In-
donesia, serta menghadapi kesulitan ketika hendak bersckolth di Sabah, Anak-anak
tersebut bukan sebagai warga negara setempar. Program isbo oikah vang dilakukan
oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang Iu-L_r]‘Lu amt dengan KJRI Sabah perlu
secara berkesinambungan untuk memberikan kepastian hukum perkawinan yang, di-
lakukan oleh pekerja di Sabah, maupun di negara L, Pada Mer 2011 [urdﬂpmkjﬁ{]
pasangan yang mendafrar untuk mendapar akia nikah secara «ah dari negara,

Persoalan lain yang muncul banyak Tk vang mendafrar ndak sesuai dengan
nama yang tercantum di dalam paspor. Hal tersebur terpadi. karena ada kerjasama
f:lall bantuan perusahaan tempat pekerja dilatarbelakangi uniuk mensiasati wakru ker-
Ja yang terlalu lama di Sabah. Rekayasa yang dilakukas karena pekerja asing bekerja
lima tahun berturut-turur, harus ke Indonesia selama tiga bulan vang kemudian boleh
masuk lagi ke Malaysia. Dalam banyak kasus, umumnya F"L'k{;‘i‘pihl‘idﬂk rahu nama
mereka seenaknya diganti. |

Berdasarkan hal terschut ketentuan aturan vang terdapat secara normatif da-
lam aturan undang-undang, terutama menyangkut hal yang terjadi pada masa depan
pasca berlakunya undang-undang tersebut ternyata perlu penvesuaian. Artinya tidak
selama aturan hukum positif dapar masuk dan menvelesaikan persoalan pa:{a ranah
agama dan keyakinan yang hidup dalam masyarakar.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
1.  Kesimpulan

1) Positivisasi hukum acara yang dilaksanakan oleh negara dalam memfasili-

tasi kepentingan warga negara harus memperhatikan aspek filosofis aturan
hukum yang digunakan. Artinya positivisasi hukum acara yang member-
lakukan HIR dan R.Bg sebagai hukum acara peradilan adalah telah men-
gandung beberapa kelemahan, terutama menserasikannya dengan hukum
materiil (hukum terapan) di lingkungan peradilan agama. Pemberlakuan
hukum acara yang dilakukan secara mutatis mutandis ridak memperhatikan
hukum materiil, ternyata di dalam proses penegakannya cenderung men-
garahkan desekularisasi hukum Islam. Dengan kata lain hukum acara yang
secara basis berbeda dengan hukum materiil dapar membawa dan menjauh
dari akar persoalan antara keduanya.

2) Pembangunan hukum acara yang dikembangkan di lingkungan peradilan
agama sebagai basis menyelesaikan perkara. tentu ridak secara serta merta
melepaskan asas-asas hukum yang berlaku umum termasuk di dalam hu-
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kum acara vang berbasis pada Hukum Barat, dengan cacatan aspek materiil
normatif hukum Islam ndak diterobos. Nilai filosofis hukum Islam sebagai
basis pengembangan hukum materul vang berorientasi pada hukum acara
yang berangkat pada prinsip keadilan dan prosedural hukum Islam, ternyata
tidak alergi terhadap pemikiran hukum moderen positivistik. Prakuik pera-
dilan di negara-negara Islam umumnya cenderung mengikut tradisi hukum
vang berlaku di Eropa Kontnental, hanyva sedikit yang menggunakan tradisi
coomon late, serta hanya negara tertentu saja vang menerapkan peradilan

lslam.,

2. Saran-saran

1)

2)

Penerapan hukum acara di lingkungan peradilan agama vang menginduk
pada hukum Barat, menuntut hakim perfu hav-hau menerapkan prosedur
yang ditentukan agar udak menerobos norma vang terkandung di dalam
hukum Islam sebagai hukum materiil vang menjadi bagian dari kewenangan
yang terdapat di lingkungan peradilan agama. Hakim Pengadilan Agama
scharusnya udak terjebak pada ketentuan yang bersitar positivistik dengan
ciri hanya sebagai pelaksanaan hukum, tetapi lebih jauh hakim perlu meng-
gali aturan hukum ketika menemukan masalah vang dihadapkan padanya;
Perlu adanya langkah konkrit vang diambil oleh negara untuk melakukan
posivisasi dan legislasi hukum acara khusus berlaku di lingkungan peradilan
agama, setidaknya perlu penyempurnaan hukum acara yang berlaku yakni
HIR dan R.Bg disesuaikan dengan karakter hukum Islam sebagai landasan
menyelesaikan sengketa hukum di Pengadilan Agama,
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